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MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651

Laman: http://www.upi.edu e-mail : mwa@upi.edu


PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR 02/PER/MWA UPI/2017
TENTANG

TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f, huruf g, ayat (2) huruf a, dan ayat (5), Pasal 28  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dan Pasal 31 ayat (7) huruf e, ayat (9),  ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Tata Cara Penggantian Antarwaktu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU REKTOR UNIVER-SITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut UPI adalah perguruan tinggi negeri badan  hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor Pengganti Antarwaktu adalah Rektor yang diangkat berdasarkan Keputusan MWA untuk menggantikan Rektor yang berhalangan tetap sampai berakhir masa jabatannya.

7. Pemilihan Rektor Pengganti Antarwaktu adalah pemilihan dari Calon Rektor Pengganti Antarwaktu menjadi Rektor Pengganti Antarwaktu.
8. Rektor Pengganti Antarwaktu terpilih adalah Calon Rektor Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Rektor Pengganti Antarwaktu oleh MWA.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
BAB II

 REKTOR PENGGANTI ANTARWAKTU
Bagian Kesatu

 Rektor Berhalangan Tetap
Pasal 2  
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor karena Rektor berhalangan tetap, selain karena masa jabatannya berakhir, MWA menetapkan Rektor Pengganti Antarwaktu dengan Keputusan MWA.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

b. mundur atas permintaan sendiri;

c. meninggal dunia;

d. melakukan tindakan tercela;

e. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan;

f. tidak cakap melaksanakan tugas;

g. diberhentikan; atau

h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Calon Rektor Pengganti Antarwaktu

Pasal 3  
Calon Rektor Pengganti Antarwaktu berasal dari para Wakil Rektor.
BAB III
PERTIMBANGAN  CALON REKTOR PENGGANTI ANTARWAKTU 
OLEH  SENAT AKADEMIK

Pasal 4
(1) Dalam sidang pleno SA, setiap anggota SA berhak menyampaikan pertimbangan secara terbuka tentang  Calon Rektor Pengganti Antarwaktu.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SA mengajukan seluruh Wakil Rektor kepada MWA sebagai Calon Rektor Pengganti Antarwaktu untuk dipilih seorang Calon Rektor Pengganti Antarwaktu dan disahkan sebagai Rektor Pengganti Antarwaktu.

(3) Daftar Calon Rektor Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada MWA dengan dilengkapi Berita Acara Sidang Pleno SA serta pertimbangan Calon Rektor Pengganti Antarwaktu.
BAB IV 

PEMILIHAN REKTOR PENGGANTI ANTARWAKTU
OLEH MAJELIS WALI AMANAT
Pasal  5
(1) Pemilihan Rektor Pengganti Antarwaktu dilakukan melalui sidang pleno khusus MWA untuk memilih 1 (satu) orang dari seluruh Calon Rektor Pengganti Antarwaktu yang diajukan oleh SA.
(2) Sidang pleno khusus MWA untuk memilih dan menetapkan Rektor Pengganti Antarwaktu dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan wajib dihadiri oleh Menteri.
(3) Pemilihan Calon Rektor Pengganti Antarwaktu dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(4) Apabila tidak terjadi mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara oleh setiap anggota MWA.
(5) Menteri dalam pelaksanaan sidang pleno khusus MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menguasakan kepada pejabat yang ditunjuk.

(6) Apabila terdapat 2 (dua) orang   Calon Rektor Pengganti Antarwaktu  yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama dan Calon Rektor Pengganti Antarwaktu ketiga dan keempat memiliki suara yang lebih rendah dari keduanya, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut.

(7) Calon Rektor Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
Pasal 6
(1) Pemberian suara dilakukan dalam kartu suara yang dibuat MWA.
(2) Anggota dari unsur Menteri diberi kartu suara sejumlah suara untuk Menteri setelah mempertimbangkan pembulatan.
(3) Anggota lainnya masing-masing diberi 1 (satu) kartu suara.

(4) Pemberian suara dilakukan secara rahasia dengan cara setiap anggota membubuhkan tanda centang  ((( ) pada salah satu nomor urut atau nama Calon Rektor Pengganti Antarwaktu yang dipilihnya dalam kartu suara.
(5) Setiap anggota MWA tidak diperkenankan membubuhkan tanda-tanda/simbol atau tulisan lain dalam kartu suara selain tanda centang   pada nomor urut atau nama Calon Rektor Pengganti Antarwaktu yang dipilihnya.
(6) Setiap anggota memberikan suaranya secara bergiliran sesuai dengan urutan yang ditetapkan pimpinan sidang.
(7) Kartu suara yang telah diisi dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan MWA.
(8) Kotak suara akan dibuka jika seluruh anggota yang hadir telah memberikan suaranya.
(9) Kotak suara dibuka oleh pimpinan sidang disaksikan anggota MWA.

Pasal 7
(1) Jumlah kartu suara yang ada dalam kotak suara harus sama dengan jumlah seluruh suara setelah mempertimbangkan opsi pembulatan suara unsur Menteri.
(2) Kartu suara yang  dibubuhi  tanda-tanda/simbol atau tulisan lain selain tanda centang dinyatakan sebagai suara tidak sah.   

(3) Kartu suara yang tidak dicentang pada nomor urut/nama Calon Rektor Pengganti Antarwaktu dinyatakan sebagai suara absen.
(4) Kartu suara yang dicentang pada kartu suara lebih dari satu nomor urut/nama Calon Rektor Pengganti Antarwaktu dinyatakan sebagai suara tidak sah.
(5) Pembukaan dan pembacaan kartu suara dilakukan oleh pimpinan sidang dalam sidang pleno khusus MWA, dengan disaksikan tiga orang saksi dari anggota MWA.
Pasal 8
(1) Jumlah suara adalah jumlah suara anggota MWA yang hadir dalam sidang pleno khusus MWA.
(2) Jumlah suara (JS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah anggota yang hadir.  

(3) Anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) jumlah suara sedangkan anggota lainnya yang hadir secara bersama-sama memiliki 65% (enam puluh lima persen) jumlah suara.  
(4) Jumlah suara yang mewakili unsur Menteri dapat diberikan kepada 1 (satu) orang atau beberapa orang Calon Rektor Pengganti Antarwaktu.  
(5) Jumlah anggota lainnya yang hadir (JALH) dihitung berdasarkan jumlah suara (JS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi 1 (satu) anggota yang mewakili unsur Menteri.
(6) Jumlah suara anggota lainnya (JSAL) sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah suara (JS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Jumlah suara anggota yang mewakili unsur Menteri (JSM) sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah suara (JS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8) Perhitungan suara anggota lainnya (SAL) dihitung dengan cara membagi jumlah suara anggota lainnya (JSAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh jumlah anggota lainnya yang hadir (JALH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(9) Suara anggota yang mewakili unsur Menteri (SM) dihitung dengan cara membagi jumlah suara anggota yang mewakili unsur Menteri (JSM) sebagaimana dimaksud pada  ayat (7) oleh suara anggota lainnya (SAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Pembulatan untuk suara anggota yang mewakili unsur Menteri (SM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan dengan ketentuan, jika hasil perhitungan suara anggota yang mewakili unsur Menteri (SM) sama dengan atau lebih besar dari setengah suara maka dihitung sama dengan satu suara, sedangkan jika kurang dari setengah suara dihitung sama dengan tidak ada suara.
BAB V 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
(1) Teknis pemberian pertimbangan Calon Rektor Pengganti Antarwaktu pada sidang pleno SA yang belum diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, diatur berdasarkan kesepakatan dalam sidang pleno SA.
(2) Teknis pemilihan Rektor Pengganti Antarwaktu pada sidang pleno khusus MWA yang belum diatur  dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, diatur berdasarkan kesepakatan dalam sidang pleno khusus MWA.
Pasal 10
Peraturan Majelis Wali Amanat  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   






Ditetapkan di Bandung






Pada tanggal 16 Mei 2017

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
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	Ketua,
Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali
	Sekretaris,


Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.
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